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KATA PENGANTAR 

 

Laporan ini merupakan bagian dari perwujudan transparansi dan komitmen 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Katingan 

dalam menjalankan kegiatan-kegiatan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan. 

Dalam penyusunan Laporan Hasil Tindak Lanjut Pelaksanaan SKM 

Semester I Tahun  untuk dapat memberikan gambaran mengenai waktu 

penyelesaian pelayanan Perizinan dan Non Perizinan terhadap 9 (sembilan) unsur 

pelayanan yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu Kabupaten Katingan. Kami menyadari bahwa laporan ini belum secara 

sempurna menyajikan jenis layanan seperti yang diharapkan, namun setidaknya 

masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran 

tentang proses percepatan jenis layanan publik yang disediakan pemangku 

pelayanan publik. 

Atas dukungan dan kerja keras dari seluruh jajaran Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Katingan, maka pelayanan publik yang 

ada dapat terlaksana dengan baik. Semoga pada periode berikutnya layanan publik 

yang ada dapat terlaksana dengan baik dan tepat sasaran sehingga nantinya dapat 

bermanfaat bagi seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan. 

Uacapan terima kasih dan penghargaan yan tulus disampaikan kepada semua pihak 

atas bantuan dan kerjasamanya sehingga laporan ini dapat disusun dan diterbitkan. 

 

      Kabupaten Katingan,       Juni 2024  

KEPALA DINAS  

PENANAMAN MODAL DAN 

PELAYANAN TERPADU SATU 

PINTU KABUPATEN KATINGAN 

 

 

 

 

 KARYA DARMA, S.Hut 
Pembina Utama Muda 

NIP. 19701109 199303 1 015 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang 

 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang 

tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara 

kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh 

pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan 

membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Survei IKM bertujuan 

untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan publik secara berkala 

sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan 

kualitas pelayanan publik selanjutnya. 

Pengukuran kepuasan merupakan elemen penting dalam proses 

evaluasi kinerja dimana tujuan akhir yang hendak dicapai adalah 

menyediakan pelayanan yang lebih baik, lebih efisien dan efektif berbasis 

kebutuhan masyarakat. Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila pelayanan 

tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat/pengguna 

layanan masyarakat dan dapat juga dijadikan acuan berhasil atau tidaknya 

pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada suatu lembaga 

layanan publik. 

Salah satu upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas 

pelayanan publik adalah dengan melakukan evaluasi dengan 

penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). 
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BAB II 

DESKRIPSI RENCANA TINDAK LANJUT 

 

 Hasil Survei Kepuasan Masyarakat oleh Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Katingan Semester II tahun  2024 

menunjukkan angka yang sangat beragam pada berbagai unsur pelayanan seperti 

dapat terlihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 1. Ringkasan Hasil SKM Semester II Tahun  

No Unsur 

Nilai Rata-rata 
Unsur Pelayanan 

Semester II 
Mutu Layanan 

1 Persyaratan 3,75 A 

2 Sistem, Mekanisme, dan 
Prosedur 

4,00 A 

3 Waktu Penyelesaian 3,91 A 

4 Biaya/Tarif 3,87 A 

5 Produk, Spesifikasi, dan Jenis 
Pelayanan 

3,52 B 

6 Kompetensi Pelaksana 3,38 B 

7 Perilaku Pelaksana 3,78 A 

8 Penanganan Pengaduan, 
Saran, dan Masukan 

3,84 A 

9 Sarana dan Prasarana 4,00 A 

 Berkaca pada data di atas, dapat dilihat beberapa unsur yang memerlukan 

intervensi lanjutan karena angka IKM pada unsur tersebut lebih rendah daripada 

unsur yang lain. Oleh karena itu, perlu disusun sebuah rencana tindak lanjut 

perbaikan terhadap unsur-unsur dengan nilai terendah. Untuk memastikan rencana 
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tindak lanjut dapat diimplementasikan dan ditindaklanjuti dengan baik, maka perlu 

disusun skala prioritas perbaikan unsur yang terdiri dari 2 unsur dengan nilai 

terendah. Kerangka rencana tindak lanjut dari Dua unsur tersebut, dapat dilihat pada 

tabel di bawah ini: 

Tabel 2. Rencana Tindak Lanjut Pelaksanaan SKM   

No 
Prioritas 

Unsur 

Program/ 

Kegiatan 

Waktu 
Penanggung 

Jawab 

TW 1 TW 2  

1 Unsur 5 2.1 Mengadakan 
sosialisasi, FGD dan 
jemput bola untuk 
pelayanan perizinan 
dan non perizinan 

 √ Bidang 
Pengaduan, 

Advokasi dan 
Pelaporan 
Layanan 

  2.2 Mengevaluasi 
kemampuan SDM 

 

 √ Pelayanan 
Terpadu Satu 

Pintu 

2 Unsur 6 1.1 Mengadakan 
pelatihan/bimtek 
mengenai budaya 
pelayanan prima, etos 
kerja, untuk 
meningkatkan motivasi 
petugas pelayanan 
dalam menjalankan 
pelayanan publik 

 √ Pelayanan 
Terpadu Satu 

Pintu 
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BAB III 

REALISASI RENCANA TINDAK LANJUT 

Berdasarkan rencana tindak lanjut yang telah disusun, maka implementasi yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut: 

No. Rencana Tindak Lanjut Apakah RTL Telah 
Ditindaklanjuti 
(Sudah/Belum) 

Deskripsi Tindak 
Lanjut (Mohon 

Dijabarkan) 

Dokumentasi 
Kegiatan 

Tantangan/Hambatan 

1 1.1 Memberikan kesempatan 
untuk mengikuti diklat/bimtek 
untuk meningkatkan 
kompetensi pelaksana 

Belum Petugas pelayanan 
mengikuti Diklat untuk 
memperluas wawasan 
mengenai pelayanan 
prima 

 Keterbatasan waktu, 
anggaran 

 1.2 Mengevaluasi kemampuan 
SDM 

Belum Mengevaluasi 
kemampuan SDM agar 
memperbaiki 
kekurangan dalam 
memberikan pelayanan 

 Keterbatasan jumlah 
petugas pelayanan 

2 Menugaskan petugas 
pelayanan untuk mengikuti 
Diklat/Bimtek 

Belum Petugas pelayanan 
mengikuti Diklat untuk 
memperluas wawasan 
mengenai pelayanan 
prima 

 Keterbatasan waktu, 
anggaran 

3 Membuat informasi baik pada 
media sosial maupun papan 
informasi mengenai 
persyaratan pengajuan 
dokumen perizinan dan non 
perizinan 

Sudah Aktif mempublikasikan 
persyaratan pelayanan 
pada Website, 
Instagram dan 
Facebook 

 Banyak masyarakat yang 
masih belum menguasai 
teknologi digital 
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BAB IV 

KESIMPULAN  

 

Berdasarkan data-data dalam pelaksanaan tindak lanjut tersebut, sekiranya 

dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu: 

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah 

menindaklanjuti rencana tindak lanjut sebanyak 89% (presentase dihitung 

dari realisasi tindak lanjut/jumlah rencana tindak lanjut X 100%). 

2. Menugaskan petugas pelayanan untuk mengikuti Diklat/Bimtek direncanakan 

pada tahun 2024 

3. Penambahan Sarana dan Prasarana berupa taman bermain anak 

direncanakan akan dibangun pada tahun 2024. 

 

Kabupaten Katingan,        Juni  2024 

 

 

KEPALA DINAS  

PENANAMAN MODAL DAN 

PELAYANAN TERPADU SATU 

PINTU KABUPATEN KATINGAN 

 

 

 

 

 KARYA DARMA, S.Hut 
Pembina Utama Muda 

NIP. 19701109 199303 1 015 


